GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014

Menimbang :

Mengingat

TENTANG TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan
kebutuhan dan memberi kesempatan mengembangkan
karier bagi tenaga kesehatan di Jawa Timur perlu
melakukan perubahan terhadap persyaratan registrasi
tenaga kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan  Peraturan
Negara Tahunl1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan
dalam Undang-UndangNomor 2 Tahun 1950 (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang




10.

11.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
307 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5612);

12. Peraturan
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Praktik
Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5044);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem
Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5542 );

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009
tentang Jabatan Struktural di Fasilitas Pelayanan kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299 Tahun 2010
tentang Penyelenggaran Program Dokter Internsip dan
Penempatan Dokter Pasca Internsip;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010
tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
52/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat
Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak
Diminati;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pengangkatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai
Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

24. Peraturan




Menetapkan
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun
2014, Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2014,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 08/SKB/Menpan-RB/10/2014 tentang
Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 43);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2015
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 74 TAHUN
2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA KESEHATAN.

Pasal I



Pasal l

Ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan, (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Nomor 74 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan
pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya di wilayah
provinsi wajib memiliki STR.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Gubernur bagi Tenaga Kesehatan lulusan Jawa Timur
dan/atau telah bekerja di Jawa Timur.

(4) Untuk mendapatkan STR sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Tenaga Kesehatan harus mengajukan permohonan
melalui UPT P2T.

(5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai
berikut:

a. foto copy ijazah yang dilegalisir;

foto copy Sertifikat Uji Kompetensi;

rekomendasi dari Organisasi Profesi;

surat pengantar dari MTKP Jawa Timur; dan

0o oo o

pas foto latar belakang merah dengan ukuran 4 x 6,

sebanyak dua lembar.

(6) Terhadap Tenaga Kesehatan dengan masa kerja diatas 10
(sepuluh) tahun sebelum diundangkannya Peraturan
Gubernur ini, dapat mengajukan permohonan STR tanpa
melampirkan Sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b, sepanjang telah memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. telah mengikuti 3 (tiga) kali uji kompetensi tetapi belum
dinyatakan lulus;
b. memiliki sertifikat pelatihan tentang kompetensi profesi
yang dilaksanakan oleh organisasi profesi yang
bersangkutan; dan

c. telah



c. telah mengumpulkan Satuan Kredit Profesi (SKP)
dengan jumlah tertentu yang ditentukan oleh organisasi
profesi.

(7) Terhadap tenaga kesehatan lulusan luar Jawa Timur yang
sudah bekerja di Jawa Timur selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
melampirkan foto copy surat perjanjian kerja atau
keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang.

(8) Dalam hal pengajuan permohonan telah memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)
diterbitkan STR dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
hari sejak permohonan diterima.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Maret 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Maret 2017
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 11 SERI E.



